SALINAN

WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 94
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH PADA BADAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH KOTA SURABAYA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURABAYA,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2)

1.

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota
Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit
Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah Pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya;

. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan
Klasifikasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Dinas, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2016
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b serta memperhatikan hasil rekomendasi
Gubernur Jawa Timur berdasarkan Surat Nomor 061/2042/031.1/2018
tanggal 30 Januari 2018 Perihal Pembentukan UPTD, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan
Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
Kota Surabaya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana
telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234):

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5494);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6041);

. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 199);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015
Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman dan Klasifikasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Dinas (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota
Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 74);

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan
Pelayanan Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pajak Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun
2016 Nomor 98).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA  TENTANG PERUBAHAN  ATAS

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 94 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH
KOTA SURABAYA.



Pasal |

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94

Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit

Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah Pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah
Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 98) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis
Badan Pelayanan Pajak Daerah Tipe A pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya yang terdiri dari :

a.

UPTB Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 1 meliputi wilayah
kerja Kecamatan Bulak, Kecamatan Kenjeran, Kecamatan
Semampir, Kecamatan Pabean Cantian, Kecamatan
Krembangan dan Kecamatan Bubutan;

UPTB Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 2 meliputi wilayah
kerja Kecamatan Rungkut, Kecamatan Tenggilis Mejoyo,
Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan
Mulyorejo dan Kecamatan Wonocolo;

UPTB Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 3 meliputi wilayah
kerja. Kecamatan Karang Pilang, Kecamatan Sawahan,
Kecamatan Dukuh Pakis, Kecamatan Jambangan, Kecamatan
Wiyung dan Kecamatan Gayungan

UPTB Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 4 meliputi wilayah
kerja Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Tandes, Kecamatan
Sukomanunggal, Kecamatan Asemrowo, Kecamatan Benowo,
Kecamatan Sambikerep dan Kecamatan Pakal;

UPTB Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 5 meliputi wilayah
kerja Kecamatan Genteng, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan
Simokerto, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Gubeng dan
Kecamatan Wonokromo.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 9, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Kepala UPTB memiliki kewajiban :

a.

mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan
staf.

melaksanakan prinsip-prinsip  koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTB maupun dengan
instansi lain yang terkait.



(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha harus melaksanakan prinsip-
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronikasi sesuai dengan
bidang tugasnya.

(3) Kepala UPTB dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-
masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau
pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil
pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

(4) Kepala UPTB dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung-jawab kepada atasannya
serta menyampaikan laporan sesuai kebutuhan.

(5) Hubungan antara Kepala UPTB dengan bawahannya atau

sebaliknya secara administratif melalui Kepala Sub Bagian Tata
Usaha.

Pasal Il
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Agustus 2018
WALIKOTA SURABAYA
ttd.
TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 10 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd.
HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2018 NOMOR 56




